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PUTUSAN
Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana

tertera di bawabh ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 08
Juni 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat domisili elektronik
XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor 03 Mei 1990, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
(XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November
2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor
pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor

1452/Pdt.G/2024/PA.Bgr, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor
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sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 22
Agustus 2022;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan

Tergugat berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
4, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kurang lebih sekitar Agustus 2023 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat

tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncaknya sekitar Februari 2024 yang mana Tergugat pergi

dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya

suami istri lagi selama 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan

hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
Surat Panggilan (relaas) Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada
perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat.
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX

(Penggugat) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXX,

bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

sesuai (bukti P.1);
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bogor Timur
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 22
Agustus 2022, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata sesuai (bukti P.2);
B. Saksi
1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXX di persidangan saksi telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri yang menikah tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXXXXX,
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak
punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi
ketahui adalah karenaTergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan
rumah tangga;
- Bahwa sejak sekitar Februari 2024
antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah
sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta
tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya
untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di persidangan
saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri yang menikah tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXXXXX,
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat
tidak punya anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi
ketahui adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan
rumah tangga;
- Bahwa sejak sekitar Februari 2024
antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah
sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta
tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya
untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah
datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
1452/Pdt.G/2024/PA/Bgr yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara
verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan
maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah
pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal
4 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat
tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan
dibenarkan oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. vyaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan
perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1685
KUHPerdata bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,
tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2
serta mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan
akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf
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(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan disamping
itu bukti yang diajukan berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis Hakim
berkesimpulan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa
perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka Majelis Hakim
berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 19 Oktober
2017, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, oleh karenanya
Penggugat dan Tergugat merupakan Persona Standi in Yudicio dan sebagai
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah
mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian
satu dengan lainnya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri
serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan karena
Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan telah berpisah
tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR
dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama, sehingga saksi tersebut telah memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di
persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah pada tanggal 22 Agustus 2022 dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan karena
Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 dan sejak saat
itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah
dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat. Adapun
alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan
secara terinci dan limitatif akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau
pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vyaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun;
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3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sampai dengan perkara
didaftarkan pada tanggal 13 November 2024, karenanya Majelis Hakim
menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya
ketidakcocokan sebuah perkawinan atau sering disebut broken marriage,
yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata
adanya pertengkaran fisik akan tetapi termasuk juga tindakan mental yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik secara terus
menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung
penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi
broken marriage. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut
maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam
perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan selama pisah Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang
sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun
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waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan
lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah
keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam
perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi

tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk
memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil,
begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan
tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan
kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang
tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat
lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan
kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian
tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,
adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan
kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang
abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan
rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus-menerus, semua usaha
perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka
yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri)
tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menerapkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum
Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta
hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa secara sosiologis Majelis Hakim berpendapat,
dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya,
hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam
keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya
kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah
sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis
Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza
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Hurriyat Azzauzaini Fii Athalag, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh

Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

oLl b oo Gl plla oMawdl sl 26
tuai cu> g gtluo Yo toai aud gaiy ply duzg il
el OY zo) st po 8900 duzgill dlay i
9 sall o=l puzg il aol Gl oS 0l olixe

el zo, obb I3a

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa)
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih
pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu as Sunnah, Juz

I, halaman 249 :

azo glaiwuy by lg 2oLl ol azg il casl Il
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Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
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tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat
telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C
Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, oleh karena itu sesuai
dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana
termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan serta
tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan
beralasan maka maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini

termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra
dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4, Membebankan  Penggugat untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rpl184.000,- (seratus delapan puluh
empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Jumadil Awal Hijriah, oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Rivai, S.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan juga pada
Sistem Informasi Peradilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Yuspiain, S.Ag., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ahmad Rivai, S.H. Zainal Ridho, S.Ag., M.H.
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Panitera Pengganti

Agus Yuspiain, S.Ag., M.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00

- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
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